
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 

343 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN, PENGHAPUSAN 

DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 

 

Abstrak :  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan 

ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 

Negara, menyatakan penghapusan BMN dari Daftar Barang 

Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan 

berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan BMN 

dari Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna 

Barang, karena faktor sebab-sebab lain untuk Aset Tak 

Berwujud (selain tanah dan/atau bangunan) antara lain tidak 

sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa 

manfaat/kegunaan telah berakhir. 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6267), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1736), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 



Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1977), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 549), Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola 

Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20), Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817), Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1065), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 976), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan 

Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1773), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan 

Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1314), Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21/KU.02- Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk 



Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 

Tahun Anggaran 2021.  

 

 CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 

April 2023. 

  


